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ABSTRAK: • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (2), Pasal 178 ayat (2), dan Pasal 299 

ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

menetapkan PP tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

DPRD. 

• Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

• Dalam PP ini diatur mengenai penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa 

pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; belanja penunjang kegiatan DPRD; dan 

pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap 

diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, 

tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

CATATAN: • Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017. 

• Pada saat PP ini mulai berlaku, PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan 

administratif pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 


